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ABSTRAK

Panggilan ghaib merujuk pada metode pemanggilan pihak yang tidak dapat hadir dalam
persidangan karena alasan tertentu, seperti hilang atau tidak diketahui keberadaannya.
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana prosedur panggilan ghaib
dilakukan di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B, dan Bgaimana Implementasi Panggilan
Ghaib dalam Proses Persidangan Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Kolaka.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan data yang dikumpulkan
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
implementasi panggilan ghaib di Pengadilan Agama Kolaka telah sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintan Nomor 9 Tahun 1975 dan
Kompilasi Hukum Islam. Panggilan ghaib dilakukan melalui media massa, pemasangan
pengumuman di pengadilan, dan prosedur administrasi lainnya. Proses ini bertujuan
memastikan asas keadilan dan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk hadir
di persidangan. Prosedur panggilan ghaib di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B dimulai
dengan perkara terdaftar dengan keterangan ghaib, penjadwalan siding, pemanggilan
pihak, siding, putus perkara, pemberitahuan putusan melalui mass media/ web resmi
Pengadilan, penyerahan putusan ke Pemda, dan setelah berkekuatan hukum diterbitkan
Akta Cerai. Pelaksanaan panggilan ghaib di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B di
umumkan melalui mass media yaitu TV Anaway yang diantar langsung oleh jurusita.
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PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-undang Dasar 1945. Tujuan hukum adalah memberikan keadilan,
kemanfaatan dan kepastian dalam usaha mewujudkan perikehidupan yang aman,
tentram, dan tertib dalam menatap hidup berkeluarga, bermasyarakat, bangsa dan
bernegara. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan adanya lembaga
penyelenggara kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan.
Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh empat peradilan, yakni
peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha

negara, yang kesemuanya berpuncak pada Mahkamah Agung dan sebuah

Mahkamah Konstitusi.® Setiap lingkungan peradilan diatur dengan undang-undang.
Artinya, setiap lingkungan peradilan diberikan kewenangan yang berbeda untuk
memeriksa dan mengadili perkara sebagai kompetensinya sebagaimana diatur dalam
undang-undang. Indonesia merupakan negara yang mengidentitaskan hukum sebagai
panglima tertinggi, sehingga tujuan dari hukum dapat dikonsumsi oleh seluruh rakyat
tanpa adanya perbedaan, yang dapat memberikan tujuan hukum seperti kepastian,
keadilan, dan kemanfaatan.?

Hukum keluarga di Indonesia mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan
hubungan kekeluargaan, termasuk perkawinan, perceraian, dan hak-hak anak. Sistem
hukum keluarga di Indonesia berdasarkan pada hukum Islam, Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUH Perdata), dan berbagai peraturan perundang-undangan yang
relevan.

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman
yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam
mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang- undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009.® Proses persidangan dalam hukum keluarga merupakan tahap penting

dalam penyelesaian sengketa keluarga.* Proses ini melibatkan berbagai langkah, mulai
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dari pendaftaran gugatan, pembuktian, hingga pengambilan keputusan oleh hakim.
Pentingnya proses ini terletak pada yang pertama, Menjamin keadilan yaitu Proses

persidangan memungkinkan

' Undang-undang Republik Indonesia Pasal 18 Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

% Usman Rasyid, dkk., Wajah Kekuasaan Kehakiman Indonesia, Analisis Yuridis Putusan
Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung yang bersifat A Contrario, (Cet.1;
Yogyakarta: Ull Press, 2020), him. 1.

® Sudirman, Hukum Acara Peradilan Agama, (Cet.1; Soreang: IAIN Parepare Nusantara
Press, 2021), him. 46.

* Syeh Khaliluddin, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam Indonesia”, Jurnal
Hukum Keluarga Islam, Vol. 01. No. 01, 2023, him. 19.
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pengadilan untuk mendengarkan semua pihak yang terlibat, sehingga keputusan
yang diambil lebih adil dan berdasarkan pada fakta yang ada. Kedua,
menyelesaikan sengketa secara sah yaitu dengan adanya persidangan, sengketa
keluarga dapat diselesaikan secara legal dan sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku. Dan ketiga, Memberikan kepastian hukum vyaitu proses persidangan
memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa, sehingga mereka
mengetahui hak dan kewajiban mereka setelah putusan diambil.

Pengadilan Agama merupakan tempat untuk menyelesaikan pertikaian yang
terjadi untuk menemkan titik kebenarannya.®> Salah satu tugas dari pengadilan
agama adalah melaksanakan panggilan kepada tergugat yang tidak diketahui tempat
kediamannya agar hak-haknya terpenuhi.® Penting untuk memanggil kedua belah
pihak agar mereka hadir di persidangan. Maka dari itu, pengadilan membuat surat
panggilan, atau yang biasa disebut relaas panggilan, surat panggilan juga disebut
sebagai relaas. Relaas dikategorikan akta autentik dalam Hukum Acara Perdata.
Akta autentik adalah akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang
telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.” Dengan demikian apa yang
termuat dalam relaas harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Surat panggilan wajib diberikan kepada orang yang memiliki kepentingan
tersebut. Oleh karena itu lokasi pihak yang bersengketa harus di catat secara penuh
guna mempermudah dalam memberikan pemenuhan pemanggilan terhadap orang
yang bersangkutan tersebut. Namun terkadang apabila terjadi pertikaian antara

pasangan suami dan istri, salah satu diantaranya ada yang meninggalkan rumah dan

> Zikri Hidayat, “Problematika Penggunaan Media Massa dalam Pemanggilan Perkara
Cerai Ghaib di Era Digital (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)”, Skripsi,
(Lampung: Universitas, Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022),. HIm. 4.

® Fitriani Laundeto, “Efektivitas Relaas Panggilan dalam penyelesaian perkara perceraian
di Pengadilan Agama Bitung”, Journal Of Islamic Law and Economic. Vol. 1, No. 2, 2021, him.
122.

" Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Bab ke-9 bagian kedua tentang bukti Pasal 165.
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pergi selama bertahun-tahun tanpa diketahui keberadaannya. Ada juga orang-orang
yang meninggalkan rumah mereka sebelum pertengkaran terjadi tanpa diketahui
keberadaannya. Apabila terjadi kasus seperti ini maka pihak tersebut akan
dighaibkan dan hal ini membutuhkan penelitian apakah orang tersebut benar-benar
tidak diketahui kediamannya. Karena tidak dapat dipungkiri jika kemudian hari
orang yang di ghaibkan tersebut datang dan mengaku bahwa dirinya tidak pernah
hilang.

Panggilan ghaib adalah istilah yang digunakan dalam praktik hukum untuk
merujuk pada upaya pemanggilan pihak yang tidak hadir dalam persidangan
melalui cara-cara yang dianggap tidak lazim, seperti pemberitahuan melalui media
massa atau pengumuman publik. Istilah ini sering kali digunakan dalam konteks
ketika pihak yang harus hadir sulit ditemukan atau tidak dapat dihubungi secara
langsung. Panggilan Ghaib adalah panggilan sidang yang ditujukan pada
tergugat/termohon yang tidak diketahui dimana keberadaannya secara jelas atau
hilang untuk menghadiri persidangan dipengadilan.

Keadaan-keadaan yang dapat dikatakan alamat tergugat/termohon tidak
diketahui harus didukung beberapa faktor penentu, yaitu:

1. Didalam surat gugatan/permohonan tertulis dengan jelas bahwa tergugat atau
termohon tidak diketahui alamatnya;

2. Pada identitas tergugat atau termohon dalam surat gugatan tertera dengan jelas
alamat Tergugat/termohon tetapi saat didatangi jurusita dialamat tersebut tidak
ditemukan keberadaan tergugat/termohon tersebut, serta didukung dengan

penjelasan kepala desa atau yang lebih mengatuhui wilayah tersebut bahwa
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yang bersangkutan sudah lama meninggalkan tempat tersebut dan tidak

menjelaskan kemana akan pergi.?

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.  Bagaimana prosedur panggilan ghaib dilakukan di Pengadilan Agama Kolaka
kelas 1B?
2. Bagaimana implementasi panggilan ghaib terhadap persidangan hukum

keluarga di Pengadilan Agama Kolaka kelas 1B?
METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian
deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu
penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti

secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami proses dan langkah-langkah
kerja, bisa berangkat dari masalah misalnya mengumpulkan data-data dan
informasi secara objektif tentang “Implementasi Panggilan Ghaib dalam proses
persidangan Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Kolaka Kelas IB” dengan cara
mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat dari hasil pengamatan

peneliti, wawancara dan dokumen- dokumen.®

8Aldy Darmawan dan Nurul Izzati, Implementasi Perkara Cerai Ghaib Dipengadilan
Agama Pariaman Kelas | B, Jurnal Hukum Keluarga Vol. 7. No. 2. 2022, him. 116.
®Sugiono, Metode penelitian kualitatif, (Cet.6; Bandung: Alfabeta,2023), him. 46.
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HASIL

1. Prosedur Panggilan Ghaib dilakukan di Pengadilan Agama Kolaka Kelas
1B

a. Prosedur Panggilan Ghaib

Panggilan ghaib merujuk pada situasi di mana seseorang yang dipanggil
dalam proses hukum tidak dapat ditemukan di alamat yang tercatat dalam dokumen
resmi. Meskipun alamat tersebut sudah terdaftar dalam sistem, pihak yang
bersangkutan tidak hadir atau tidak dapat dijangkau di alamat tersebut. Dalam
praktik hukum, hal ini sering terjadi karena beberapa faktor, seperti perubahan
alamat yang tidak tercatat atau hilang dan meninggalkan alamatnya tanpa
pemberitahuan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Panitera Pengadilan Agama
Kolaka Kelas 1B, Bapak Abd. Rahim, S.Ag. yang diperoleh dari hasil wawancara

peneliti bahwa:

“Panggilan ghaib itu adalah panggilan yang tidak diketahui alamatnya
diwilayah yang telah tercatat, misal pergi jauh meninggalkan rumahnya,
menghilang atau pindah domisili tanpa diketahui lagi keberadaannya.”10

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa panggilan ghaib ini hanya
dilakukan pada situasi tertentu seperti alamat tidak dapat dijangkau karena pihak
yang dipanggil telah meninggalkan rumah, menghilang, atau pindah domisili tanpa
memberikan informasi mengenai keberadaannya. Situasi ini menghambat
pemberitahuan resmi terkait jalannya perkara, yang pada akhirnya dapat
memperlambat proses peradilan. Dengan demikian, penting untuk memastikan
keakuratan data alamat agar proses hukum berjalan efektif dan tepat waktu.

Panggilan ghaib dapat dilakukan ketika seorang tergugat atau termohon

dalam perkara perdata, khususnya di Pengadilan Agama, tidak diketahui alamatnya

10 Abd. Rahim, S.Ag., Hasil wawancara, Kolaka 15 Januari 2025.



136

atau tidak lagi berdomisili di wilayah yang terdaftar. Proses ini dimulai dengan
pengajuan permohonan oleh penggugat atau pemohon yang datang ke Pengadilan
Agama untuk mendaftarkan perkaranya. Salah satu syarat penting untuk dapat
mengajukan panggilan ghaib adalah bukti bahwa tergugat atau termohon memang
sudah tidak lagi berdomisili di alamat yang tercatat. Hal ini dapat dibuktikan dengan
surat keterangan dari kelurahan atau desa yang menyatakan bahwa yang
bersangkutan telah hilang atau pindah tanpa memberikan alamat yang jelas atau
tidak diketahui keberadaannya.

Sebelum melanjutkan ke tahapan tersebut, jurusita bertanggung jawab untuk
melakukan verifikasi lebih lanjut, yang melibatkan pemeriksaan ke kantor lurah
atau desa dan bahkan ke keluarga tergugat. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah
untuk memastikan bahwa orang yang bersangkutan benar-benar tidak dapat
ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya. Hal ini menunjukkan bahwa
pemanggilan ghaib bukanlah langkah yang sepele, melainkan memerlukan
pemeriksaan yang cermat untuk memastikan bahwa proses hukum yang dilakukan
sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan tidak ada upaya yang terlewat
dalam mencari pihak tergugat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Panitera
Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B, Bapak Abd. Rahim, S.Ag. yang diperoleh dari

hasil wawancara peneliti bahwa:

“Bukan setelah mendaftar langsung dighaibkan, tapi di cek juga oleh jurusita
ke kantor lurah atau desa bahkan ke keluarganya bahwa betul-betul yang
bersangkutan sudah hilang atau tidak diketahui lagi alamatnya.”"!

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses panggilan ghaib
di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B tidak hanya bergantung pada bukti
administratif seperti surat keterangan tidak berdomisili, tetapi juga melibatkan
upaya verifikasi langsung. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa langkah

hukum yang diambil sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk

1 1bid.
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menghindari kesalahan dalam pemberitahuan perkara kepada tergugat. Dengan
demikian, prosedur panggilan ghaib yang dilakukan di Pengadilan Agama Kolaka
bersifat lebih hati-hati dan teliti, memberikan kesempatan yang lebih adil kepada
pihak yang tidak dapat ditemukan untuk mengetahui dan merespons gugatan atau
permohonan yang diajukan terhadapnya.

Proses panggilan ghaib ini juga memerlukan waktu yang lebih lama
dibandingkan dengan proses panggilan biasa, karena pengadilan harus terlebih
dahulu melakukan verifikasi dan persetujuan terkait dengan keberadaan tergugat
atau termohon yang tidak diketahui. Prosedur pengantaran surat panggilan dalam
konteks pemanggilan melalui mass media yang melibatkan peran jurusita dan
media penyiaran. Surat panggilan yang menjadi bagian dari proses hukum harus
diantar oleh jurusita pada hari perkara terdaftar. Setelah surat panggilan diserahkan
ke pihak media dalam hal ini Anaway TV kabel, pihak media memberikan tanda
tangan sebagai bukti penerimaan. Tanda terima ini sangat penting karena menjadi
dokumentasi bahwa jurusita telah melaksanakan tugasnya dengan mengantar surat
panggilan tersebut ke media yang telah ditunjuk. Ini menjadi langkah penting dalam
menjamin bahwa pemanggilan yang dilakukan sudah sah secara hukum, karena
adanya bukti pengiriman yang tercatat dengan jelas. Sebagaimana yang dikatakan
oleh Jurusita Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B, Ibu Farida Ridwan, S.H yang

diperoleh dari hasil wawancara peneliti bahwa:

“Surat panggilan ini diantar ke TV anaway pada saat hari perkara terdaftar,
surat yang dibawa di tandatangani oleh TV anaway sebagai bukti bahwa
jurusita telah membawa surat panggilan tersebut.”*?

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses tersebut dapat
memastikan bahwa pengadilan telah memberikan pemberitahuan yang cukup dan
transparan kepada pihak tergugat, meskipun mereka tidak dapat ditemukan secara

langsung. Dengan menggunakan media massa, pengadilan dapat mencapai tujuan

12 Farida Ridwan, Hasil wawancara, Kolaka 16 Januari 2025.
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untuk memberikan informasi mengenai persidangan kepada pihak yang
bersangkutan, sekaligus memenuhi ketentuan hukum yang mengatur pemanggilan

dalam perkara perdata.
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